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PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Kfn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat

pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 5171044305720003, tempat dan tanggal lahir
Tasikmalaya, 03 Mei 1972, agama Islam,
pekerjaan xxx Xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP,
tempat kediaman di XXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX
XX XXX XX XxX, Kelurahan Maubeli, xxxx
XXXXXXXXXX, Kabupaten Timor Tengah Utara,
XXXX XXXXXXXX XXxxX dengan domisili elektronik

yetieryetier@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 05 April 1967, agama
Islam, pekerjaan  XXXXXXXXXX — XXXXXXXXXXX,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di
XXXXXXXXX, XX XXX XX XXX, XXXX  XXXXXXXXXX,
XXXX  XXXXXXXXXX,  Kecamatan — XXXXXXXXX,
Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Xxxx XxxXX,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06
Maret 2023 yang yang didaftrakan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kefamenanu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
4/Pdt.G/2023/PA.Kfn, mengemukakan dalil-dalil pokok dengan perbaikannya
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2012, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten
Tasikmalaya, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
121/20/111/2012, tertanggal 05 Maret 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah kediaman bersama selama 10 Tahun dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak Juli 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan oleh Tergugat masih sering menghubungi
mantan istri, sehingga Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar,
Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk
merubah sikap, namun Tergugat tidak pernah mau berubah;

4. Bahwa pada bulan Juli 2012 Tergugat pergi ke Tasikmalaya kembali ke
mantan istri selama 1,5 (satu setengah) bulan kemudian Tergugat
kembali ke Kefamenanu, selanjutnya pada tahun 2014 Tergugat kembali
ke mantan istri selama 2 (dua) bulan, kemudian pada tahun 2017
Tergugat kembali ke Tasikmalaya ke mantan istri selama 1 (satu) bulan;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan November tahun 2022 terjadi
pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat meninggalkan
Penggugat pada Tanggal 7 November 2022;

6. Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 4 (empat)
bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali lagi.

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat
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mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu kiranya

berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu cg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun ada perbaikan

nomor dalam posita;
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Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor
5171044305720003 tanggal 26 Mei April 2018. Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi
tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten
Tasikmalaya, Nomor 121,20/111/2012 tanggal 5 Maret 2012. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti
(P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Dagang nasi (warung), bertempat tinggal di JI. A yani RT 019 RW 002
Desa Maubeli Kecamatan XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX
xxxxX. di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi

adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
pada tahun 2012 dan belum dikaruniai anak;

- Saksi tahu bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal

di rumah kediaman bersama di Kefamenanu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal dalam satu

rumah lagi sejak sekitar 3 bulan yang lalu;
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Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak sekitar 3 bulan yang
lalu dengan alasan mau kerja tambang di xxxx xxxxx, namun tidak lama
setelah itu pekerjaannya macet;

- Bahwa Tergugat cerita kepada saksi lewat WA bahwa Tergugat sudah
kembali ke mantan istrinya di Tasikmalaya;

- Saksi tidak Tahu secara langsung apakah benar Tergugat kembali ke
mantan istrinya;

- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

2.Yoyok Subagio bin Mitro Sentono, umur 61 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan xxx XXxxx XxxXxxx, bertempat tinggal di RT 08
RW 04 Desa Haulasi Kecamatan Miomaffo XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX
xxxxx. di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 10 tahun
yang lalu, karena saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
pada tahun 2012 dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah (bentak-bentak) kepada
Penggugat, namun lupa tahunnya, dan itupun hanya sekali;

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa dalam
rumah tangganya terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat
meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Penggugat cerita kepada Saksi bahwa Tergugat pamit ingin
bekerja ke Jawa barat, namun kenyataannya kembali ke mantan
istrinya;

- Saksi tidak tahu secara langsung tentang kembalinya Terggat pada
mantan istrinya, saksi hanya mendengarkan cerita saja;

- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana
Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dan perkawinannya
dilakukan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut
Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa Penggugat senyatanya bertempat tinggal di
wilayah vyurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu, walaupun secara
administratif tercatat sebagai warga Kabupaten Tasikmalaya, maka secara
relatif Pengadilan Agama Kefamenanu berwenang menangani perkara ini;
Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak
hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat
harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya
Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Upaya Damai dan Mediasi
Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu

hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dari Majelis
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Hakim serta mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum
Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2008 yang telah
diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak bisa dilakukan upaya perdamaian
dan mediasi, namun demi asas mempersulit perceraian, Majelis Hakim telah
menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat,
tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan
Tergugat;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak
harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus disebabkan oleh Tergugat masih sering menghubungi mantan istri,
sehingga Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, Penggugat sudah
mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun
Tergugat tidak pernah mau berubah, dan saat ini Tergugat sudah kembali ke
mantan istri pertamanya di Tasikmalaya;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini
merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta berdasarkan Surat Edaran
Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil
Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung RIl, maka Majelis Hakim tetap
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membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yakni
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya,
bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya,
maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai
identitas Penggugat, maka sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1985, Pasal 1888 KUHPerdata, dan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut
mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga secara
materiil terbukti bahwa Penggugat terdaftar secara administratif sebagai
penduduk di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh
Penggugat kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat
kediaman Penggugat. Meskipun Penggugat secara Administratif masih tercatat
sebagai warga Kabupaten Tasikmalaya, namun karena tempat kediamannya
berada di XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XxXXXX, maka Pengadilan Agama
Kefamenanu harus menyatakan berwenang secara relatif untuk mengadili
perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah
atas nama Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang,
yakni Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Tasikmalaya,
bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya,
maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai
peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai Pasal 2
ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Pasal 1888 KUHPerdata, dan
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Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan
mengikat, sehingga secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat
adalah suami istri yang sabh;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sehingga
Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan
berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: Yoyok Subagio dan Mardiatun, keduanya telah memberikan keterangan
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukan orang yang dilarang
menjadi saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 Rbg dan 1910 KUHPerdata,
telah disumpah, memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa
satu-persatu, maka dengan demikian bukti saksi ini telah memenuhi syarat
formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut
tidak diperoleh dari penglihatan, pendengaran, atau pengalaman sendiri, dan
tidak disertai dengan alasan-alasan bagaimana mereka mengetahui, maka
dengan demikian bukti saksi ini tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana
ketentuan pasal 308 dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa karena bukti saksi tersebut tidak memenuhi syarat
materiil, maka keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat diterima diterima;
Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada
5 Maret 2012 di KUA Kecamatan XXXXXXXXX;

- Bahwa sejak November tahun 2022 Tergugat mininggalkan Penggugat
sampai sekarang untuk alasan bekerja tambang di XXXX XXXXX;

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat baru sekitar 3-4 bulan;
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Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 1 tahun 2022 menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan
perselisihan atau pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti
suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau sudah berpisah tempat
tinggal minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut,
Tergugat baru meninggalkan Penggugat sekitar 3-4 bulan yang lalu, dengan
alasan untuk bekerja di XXXx XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap tidak memenuhi
ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116
Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama Kefamenanu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud
Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun
dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
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Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Kefamenanu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 28 Sya’ban 1444 Hijriah oleh Syahirul Alim, S. HI.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI dan Syaiful Amin, S. HI., M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Reny Widyaretna, S.H.l., M.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Ketua Majelis,

Syahirul Alim, S. HI., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Syaiful Amin, S. HI., M.H. Saiin Ngalim, S.HI
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Panitera Pengganti,

Reny Widyaretna, S.H.l., M.H.
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Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya ATK/Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 500.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-
- Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 250.000,-
- PNBP PBT Tergugat : Rp 10.000,-
Jumlah : Rp 880.000,-

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
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